PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900/0047.1

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN, VERIFIKATOR DAN
PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi
pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2026 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah perlu Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyusun
Laporan Keuangan, Verifikator dan Pembantu Bendahara pada
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna
Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara, Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

L4

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Penyusun Laporan Keuangan,
Verifikator dan Pembantu Bendahara pada Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 dengan
susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
penatausahaan keuangan sesuai program/kegiatan/sub kegiatan
bidang tugasnya pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang beriaku;
Keputusan ini berlaku pada tahun dan tanggal ditetapkan sampai
dengan berakhirnya pelaksanaan program kegiatan APBD Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026
dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan
ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal, {3 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

DYAH TWUKISARI

. TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.
1. Para Pejabat/Pegawai yang bersangkutan; ‘

2. Pertinggal.



Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran
Nomor :900/0047.1

Tanggal : 19 Januari 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN, VERIFIKATOR DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

NO

NAMA

KEDUDUKAN

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

Dr. SLAMET EKO PRASTIYO, SP M Si
NIP. 19810925 200604 1 003
Kasubbag Program

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) SEKRETARIAT
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Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



















